Menimbang

PER_ATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2.9 TAHUN 2010

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

bahwa dalam upaya peningkatan pengabdlan kinetja dan motivasi kerja Pegawai

‘Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Keépegawaian
serta Kemasyarakatari, perlu diatur dengan paraturan stxplm Pegawai Neperi
Sipil;

bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut  Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiud pada huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Ctonom

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
" 1956 Nomor 25); '

. Uridang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara -Republik
Indoniesia Nomor 3890); -

.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan  (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undaig Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara tahun 2004 Nomor 125, Tamibahan Lembaran Negara Nomor 4437),
‘sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Usidang Nomor 12

tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintalian daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 15, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pémerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara nomior 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor
4741y,

Peraturan Pemerintah Nomor $3 Tahun 2010 tentang DiSlpllll Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan-Kepala Badan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;




10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sckretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah {Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 6);

12; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga
Tekhnis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Orgamsam dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keérja Kecamatan (Lembaran Dacrah Tabun
2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERT

SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini yang dimaksud dengan:

I.

2.
3.
4

19,

1.

12,

13.

Daerah adalah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindaban, dan
pemberhentian PNS;

Disiplin. Pegawai Negeri Sipi! adalah kesanggupan E’egawa: Negeri Sipil untuk menaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau. peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Dagrah Kabupaten Lima Puluh
Kota dan PNS Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidek menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
am kerja;

-:':{ukum‘i’m dlssplm adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin
PNS;

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh ofeh PNS yang tidak puas terhadap

“hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif;

Keberatan adalah upaya adininistratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum; _ _

Banding administratif adalab upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang 't-idak. puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS yang melakukar pelanggaran disiplin;

Atasan Pejabat yang herwenang menghukum adaldh stasan lang.‘ung dari pejabat yang berwenang
menghukum.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi;
1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan. -
2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawazan Daerah.
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BAB 11
KEWAIIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatn
‘Kewajiban

Pasal 3

PNS wajib:
mengucapkan sempah/janji PNS;
mengucapkan suriipah/janji jabatati; _
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; '
‘menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawsb;

‘menjunjung tinggl kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7

.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
beketja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan

.atay merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

. miasuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
. ‘memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

. tembimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; _

. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

PNS dilarang:
menyalahgunakan wewenang, _ _
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain; '
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau
organisasi internasional; _
bekerja pada perusahaan asing, konsuitan asing, atau lembaga swadaya masyarakat aging; _
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokurnen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
aupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
membéri atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan,

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaannya;
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

. melakukan suatu tindakan atau tidek melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mernpersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; _ )
. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakitan Daerah, atau Dewan Porwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

ikut serta sebagai pelaksana kampanye; _

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau :
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
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13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye ‘meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
.. anggota kelnarga, dan masyarakat; s
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daersh atau calon Kepala
-Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
" @a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b.  menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
€. - membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye; dan/atau '
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
. menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi perteruan,
- ajakan, Himbauan, seruan, atav pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB I}
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PNS yarnig tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman
disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang
melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua _
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari;
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuthan disiplin sedang; dan
¢. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
4. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
¢. pernyataan tidak puas secara tertulis.

{3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; :
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setinigkat lebih rendah sclama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebili rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
¢. pembebasan dari jabatan; -
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;.dan
¢. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
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Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf |
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

- Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

L

10.
1t
12.
13,

14,

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undarg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

‘menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
- pelanggaran berdampak negatif pada unit ketja;- '

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja; '

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasai’3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

metigitamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
memiégang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepéentingan negara sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit ketja;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

masuk kerja dan mensati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 angka 11 berupa:

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa ulasan yang sah selama 5 (lima) hari Kerja;

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kefja; dan .

¢. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
11 (scbelas) sampai dengan 15 (lima beias) hari ketja;

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

14, sesuai dengan ketentuan peraturan ; '

membimbing bawahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,

apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 anigka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasat 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap kewajiban:

1.
2

3.

mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran
dilakukan tanpa alasan yang sah;

mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran
dilakukan tanpa alasan yang sah; :

_ sctia din taat sopenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak riegative bagi instansi yang bersangkutan; )
menanti segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; )

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS derigan penuh pengabdian, kesadaran, da.n
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan;



6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat. PNS sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak riegatif bagi instansi yang bersangkutan;

7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan

, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
" bersangkutan;

§. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angkd 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentirigan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apibila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau

. -merugikan negara atan Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

~dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

. bersangkutan;

. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

& penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu} tahun bagi PNS yang tidak masuk ketja tanpa alasan
yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b... penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
- yang sah selama 21 {dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua putuh lima) hari kerja; dan

. -peturunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja

*;tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

e’apai sasaran Kerja pegawai yang ditetapkan sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila

pencapaian sasaran Kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan

_ 50% (lima pulith persen);

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baxknya sébagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan; .

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dafan: Pasal 3 angka
14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
.apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

16, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

1. setia dan taat sepenulinya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemermmh dan/atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara,

5. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atay golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
.dan/atan negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemenntah dan/atau
ne

7. belg(::a, dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

i



cena

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
m_‘emgikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pémerinitah dan/atau
negara;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. -pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki
Jjabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 36
(tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

. ¢ pembsbasan dati jabatan bagi. PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang

10.

tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 4) (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) hari kegja; dan
d. -pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak derigan hormat
. sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sclama 46 (empat puluh enam)
hiari kerja atau lebih;.

mehe_afsai- sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila

* pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

1.

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

. dimaksud delam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
| hegars; ' '

12.
13.

membiérikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka
14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menadti peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimatia dimaksud dalam
Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2
Pelanggdran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap larangan;

1.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana
ditaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila

_ pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

i
}

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; )
roelakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingge mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
dan

mehghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

l;il'.lkuman disiplin sedang sebagsimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangen:

L.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkar! barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara sec‘ara_trdak saf_l. sebagfitmana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;



7.

. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, téman sejawat, bawahan, atay orang lain di dalam maupun di

luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihek lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
bettiidak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggarat dilakukan dengan sengaja;

telakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelatiggaran berdampak negatif bagi instansi;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

-Perwakilan Daersh, atan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana

kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai
peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf
4, huiref b, dan huruf c; '

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang
théfigarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atan pemberian barang
kepada PNS datam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud

-dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;

memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Dacrah atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah déngan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasdl 4 angka 14; dan . _

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam
kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihiakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseria pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian batang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf:d.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang. lain dengan menggunskan
kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2; _ o
tanipa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lermbaga atau organisasi
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; . )
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; ‘
memiliki, menjual, menibeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara; _
meglaakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di da!am maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung ataw tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; _ _ N
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara iangsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapin untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
an R

m:::rima hadiah atau suatu pembetian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka §; .
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalang'} atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
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1.
12,

13.

menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atay negara;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 hurof d;
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntingkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 buruf a; dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan

fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf'b dan hurufc. :

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dar menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun
berjalan. )

_ Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenarig Menghukum

Pasal 15

(1) Pej'gi_bat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin Sagi:

a. PNS Daerah yang tendoduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 7 ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

2. fungsional tertents jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 7 ayat.(2), ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang 1V/e, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4} huruf a, huraf d, dan hurof e;

4. struktural eselon I dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di iingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

5. fungsional umum golongan mang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a,
huruf d, dan hurufe;

6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan
ayat (4); dan

7. fungsional umum golongan ruang I11/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dah ayat (4) burtif a, huruf d, dan hygrufe;

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan :

1. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf ¢; _

3. fungsiopal umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

4, struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan
huruf ¢;

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang.menduduki jabatan:
1. ‘Sekretaris Daerab, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf a; _ o ‘ _
2. fungsional tertentu jenjang Utame, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
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3. fungsional umum golongan ruang I¥/a sampai dengan golongan ruang 1¥/e, untuk jénis hukuman
disiptin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

4. struktural eselon IT dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis - hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat {4) huruf a, huruf b, dan huruf ¢;

5. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk

" jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b,
.dan huruf ¢; dan

6. fungsional umum golongan ruang 1il/c dan golongan ruang l/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; :

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf'e; dan : _

2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan structural eselon 1f ke
bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum
golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e; )

f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik indonesia di luar negeri, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3} dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf'e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di
luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) huruf 2, huruf d, dan huruf e. ) '

(2) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. striktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); :

2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang [l/c dan golongan ruang Il/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.ayat (2);-dan

3. struktural eselon IV, fungsional terténtu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional
umum golongan ruang Ti/c sampai dengan golongan ruang ll/b di lingkungannya, untuk jenis

ukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
o, Turgviaiad U v w 34 e ow 7 _
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan ﬁ;pgsiona} umum
golongan ruang Ill/c dan golongan ruang I11/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan ]
¢c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktur.af eselon 1V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum goiongan
reang 1l/c sampai dengan golongan ruang [il/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat struktural eselon LI menetapkan penjatutian hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang I1l/c dan golongan ruang 1il/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan _ ‘

2. struktural éselon 1V, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungstom?l
umum golongan ruang Il/c sampai dengan golongan ruang /b di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan buruf b;
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b. .PNS yang dipekerjakan atau dzperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon 111, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum

golongan ruang [1i/c dan golongan ruang 111/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

¢. PNS yang dlperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan
ruang I/¢ sampai dengan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan horuf b.

(4) Pejabat struktural eselon IIl menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon IV, fungsjonal tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungs,lonai
umum golongan ruang Il/c sampat dengan golongan ruang IlI/b di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional

- umum golongan ruang II/a dan golongan ruang 1i/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

b. PNS yang dipekerjakan atau dlperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
--@selon IV, jabatan fungsional tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan
- fungsional umum golongan ruang Il/c sampai dengan golongan ruang IIl/b, untuk jenis hukuman
- disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

¢. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(5) Pejabadt struktural eselon IV menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan :

1. siruktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional
uvmum golongan ruang Il/a dan golongan ruang iU/b di lingkungannya, untuk jenis hukumian
. -disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

b. PNS yang dipekerjakan atau dlperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon V, fungsional terfentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan Fungsumal UM
.golongan ruang Il/a dan golongan ruang Il/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalan: Pagal 7 ayat (2); dan

¢. PNS yang dlperbanmkan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan
ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b,

(6) Pejabat struktural eselon V menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki Jabatan fungsionat umum golongan ruang I/ sampai dengan golongan ruang
1/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

h. PNS yang d:pekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang l/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7-ayat (2).
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7 L(epaia TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
agi

a. PNS tepaga pendidik dan tenaga kependldlkan di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); dan

b. PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dipekerjakan ataw diperbantukan di
lmgkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

Pasal 16

{1) Pejabat yang berwenang menghukum waijib menjatubkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya ;

(3) Hukuman disiplin scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang
seharusniya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

(4) Atasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mematuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatubkan hukuman
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal £8

(1) PNS yang diduga melakukan pélanggaran dis‘.iplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakuban pemeriksaan;

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;

(3) Apabila pada tanggal yang scharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tmjuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama;

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} PNS yang bersanghutan tidak
hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan,

Pasal 19

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahuiu PNS
* yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan; . .
(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib merjatuhkan hukuman
disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai
berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Khusus untuk pelanggaran dns:plm yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
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(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan
_ unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; .
3) Tll:!'l- Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang ditunjuk. '

Pasal 21

Apab_ila diperiukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 22

g]) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas

jabatannya oleli atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;

(2) Perabebasan sementara dari tuges jabatannya -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai

I" dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin; :

(3) PNS. yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

" diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

{4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara
dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasai 23

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus ditandatangani oleh

~ pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PN$ yang diperiksa berbak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (). '

N Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 pejabat yang
berwenang menghukum menjatubkan hukuman disiplin; '

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Pasal 25

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran
yang dilakukan;

((2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya
sama, kepadanya dijatubi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang
pernah dijatubkan; .

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau Jebih untuk satu pelanggaran disiphin;

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau. diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin
yang bukan menjadi.kewenangannya,.Pimpinan-instansi atau Kepala Perwakilan mengusutkan penjatuhian
hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara
pemeriksaan, . '

Pasal 26

(1) Setiap penjatuban hukuman disiplin ditetapkan dengan kepistusan pejabat yang berwenang menghulkum.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) disampaikan secara teriutup oleh pcjabat yang
berwenang menghukum atiu pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. _

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan,

(4) Dalam hal PNS yang dijatubi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman
disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
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BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 27
Upaya administratif terdiri dart keberatan dan banding administratif.
Pasal 28

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a, Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {4) huruf b, huruf ¢,
huruf d dan huruf ¢; -

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaunana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

" {2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

¢. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman dISIPhH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), \

tidak dapat diajukan upaya administratif,
Pasal 29

(l) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebaganmana dimaksud dalam Pasal 27 yaitu jenis
‘hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pagal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh
Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon 11 ke bawah/Pejabat vang setara ke bawah;

(2) Hukutan disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

1 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pe_;abat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman

o disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 30

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada
pejabat yang berwenang menghukum;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka wakta 14 (empat belas) hari,
terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 31

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus memberikan
taniggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan;

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat-(1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang
berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surit keberatan;

{3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS yang b_ersangkutan dalam jangka waktu 21 {dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan meneritna surat keberatan;

(4) -Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum
tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum
engambil keputusan berdasarkan data yang ada;

(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat

* yang berwenang menghukum, PNS vang dijatuhi hukuman disipiin, dan/atau pihak lain yang dianggap -
perliy;

‘ . Pasat 32
éi} Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membataikan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum;

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;
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(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
final dan mengikat;
(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
‘ :ildak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal
emi hukum.

Pasal 33

(1) PNS yang dijatubi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dapat mengajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 34
(1) Dalarn hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka gajinya tetap
dibayarkan sepanjang vang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka pembayaran
gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman
-disiplin diterima.

(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawalan dengan mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan kerja.

Pasal 35

(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan
hortnat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan peruadang-
undangan;

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan
- banding administratif,

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia,
’ diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak dibertkan kenaikan pangkat dan/atau
kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkanitya keputusan yang miempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang mengbukum dibatalkan maka PNS yang befsangkutan dapat

' dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 37

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaari karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau. sedang
mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
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| BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
_ KEPUTUSAN HUKUMAN . DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

a. -Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
b. Pejabit yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat{2),
- mutai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 39

(1) Hukuaman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 38, apabila tidak
diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (Jlima belas) setelah kepotusan hukuman disiplin
diterima;

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila diajukan
keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

Pasal 40

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman -
disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk
penyatmpaian keputusan hukuman disiplin.

‘Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 41

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi
yang Bersangkutan; .

(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dignnakan sebagai salah

" sati bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Hukuman disiplin yang telah dijatubkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani
oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku; ) .

(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukun: atau banding ac.imimstrat_:f
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 tentang Disiplin PNS  beserta peraturan
pelaksanaannya; : ‘

(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini maka hasil pemeriksasn tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam
‘Peraturan Bupati ini; 7 _ _

(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan
pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
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BAB VIL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1), Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
. diatur Jebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

da saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110/BLK/2003
“tentang Pendelégasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
iap orang .mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
sipatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. '

Ditetapkap di Sarilamak
Hags '-:E_ 9 Desemb

s S#rilamak

kan di .
i : 9 Desember 2010

08 2 /198403 1 006

BERI’I‘A DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2010 NOMOR 22
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